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REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
sesual dengan  ketentuan peraturan  perundang.
undangan diberikan kewenangan untuk melakokan
pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan
pendistribusian jénis bahan bakar minyak tertentu dan
jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, sehingga
perlu diatur mekanisme penerbitan surat rekomendasi
dalam penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan
jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk
konsumen pengguna;

bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat
Rekomendasi Perangkatl Daerah untuk Pembelian Jenis
Bahan Bakar Minvak Tertentu sudah tidak sesuail dengan
kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

Balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
tentang Penerbitan Surzt Rekomendasi untuk Pembelian
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan
Bakar Minyak Khusus Penugasan,;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minvek
dan ¢as Bumi (Lembaren Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah
dinbah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023
teniang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor #i, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor GBS,
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah beberapa kali diubsh terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengeant Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang
Badan Pengatur Penvediaan dan Pendistribusian Bahan
Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangloatan Gas
Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talhun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4253| sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 49 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor &7 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa [Lembaran Negara Republbk Indonesis Tahun 2012
Nomor 95, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5308);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tabhun 2004
tentang Kcegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran DNegara HRepublik
Indonesia Nomor 49964;

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pembentultan Badan  Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Keglatan
Usaha Pengangkutan Ges Bumi melalui  Pipa
sebagaimana felah diubah denpan Peraturan Presiden
Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
KEeputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Badan Pengatar Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Fipa (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103}
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang
Penvediaan, Pendistribusian den Hargn Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) scbhagaimana tclah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
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Peraturan Presiden Nomor 191 Tabhun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual FEeceran
Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha
dalam Penvediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu dan Jenizs Bahan Bakar Minvak

Khusugs Penugasan [Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2022 Nomor 76);

MEMUTUSEAN :

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS
BUMI TENTANG PENERBITAN SURAT REKOMENDAST UNTUK
PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN
JENIS BAIIAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Paszal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

|

2.

o

Bahan Bakar Minyak adalah bshan bakar yang berasal
dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Jenis Bahan Bakar Minyvak Tertentu yang selanjuinya
disebut Jenis BEM Tertentu adalah bahan bakar yang
berasal dan/atau diolah dan Minyak Bumi dan/atau
bahan bakar vang berasal dan/atau diolah dari Minyvak
Bumi vang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar
Nabati [Biofuel) sebagal Bahan Bakar Lamn dengan jenis,
standar dan mutu (spesifikasil, harga, volume, dan
konsumen tertentu dan diberikan subsidi,

Jenis Bahan Baker Minyak Khusus Penugasan yang
selanjutnyva  disebut Jenis BBM Khusus Penugasan
adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari
Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal
danfatau diolah dari Minyak Bumi yang telah
dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabsti (Biofuel)
sebapgai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan
mutu  (spesifikasi] tertentu, yang didistribusiken di
wilavah perugasan dan tidak diberikan subsidi,
Konsumen Pengguna adalah kensumen pengguna akhir
yvang berhak mendapatkan Jems BBM Tertentu atau
Jenis BEM Khusus Penugasan sesuai denpan ketentuan
peraturan perundang-undangan, untuk kebutuhannya
sendiri dan tidak diperjualbelikan Kermbali.

Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan
usaha swasta nasional vang ditunjuk cleh Badan Usaha
Pemepang lzin Usaha Niaga Minvak dan Gas Bumi untuk
melakulkan kegiatan penyaluran.,
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Badan Usaha Penugasan yang sclanjummya disebut BUP
adalah Badan Usaha Pemegang l[zin Usaha Niaga Minyak
dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari
Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk
melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian
Jenis BBM  Tertentu dan/fatau Jenis BBM Khusus
Penugasan.

Surat Rekomendasi adalah surat vang diterbitkan untuk
pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BEM Khusus
Penugasan dalam volume dan periode tertentu kepada
Konsumen Pengguna,

Pemerintah Daerah adelah kepala dacrah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintshan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala dacrah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan Dacrah.

Perangkat Daerash Provinsi adalah unsur pembantu
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vyang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur
pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan
Raleyat Daersh kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
Urisan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten /kota.

Kepala Pelabuhan Penkanan adalah pimpinan pelabuhan
perikanan vang memiliki kewenangan untuk
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan di pelabuban perikanan.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumil vang
selanjuinya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan
yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan
penpgawasan terhadap penyediaan dan pendistrnibusian
Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan
Gas Bumi melahy Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Pazal 2

Peraturan Badan Pengatur ini bertujuan:

a.

memberikan  petunjuk  teknis  penerbitan  Surat
Rekomendasi untuk pembelian Jenis BEM Tertentu arau
Jenis BBEM Khusus Penugasan;

menjamin tertib  pelaksanaan penerbitan, pelaporan,
monitoring dan evaluasi Surat Rekomendasi untuk
pembelian Jenis BEM Tertentu atau Jenis BBM Khusus
Penupasan; dan

mewujudkan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM
Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugnsan yang tepat
sasaran dan tepat volume.
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BAB I1
KONSUMEN PENGGUNA JENIS BEM TERTENTLU

Pasal 3

Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu yang dapat

mengajukan permohonan Surat Rekomendasi mehputi

sektor:

usaha mikro;

usaha perikanan;

usaha pertanian;

transportasi; aau

pelayanan umum,

lmnsumﬁn Pengguna sektor usaha mikro sebagaimana

dimalsud pada ayat (1) huruf a, merupakan konsumen

usahs mikro yang menggunakan mesin-mesin perkakas
yvang motor penggeraknya menggunakan Minvak Solar

[Craas Ol untuk keperluan usaha mikro.,

Konsumen  Pengguns  sektor usaha  perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. nelayan yang menggunakan kapsl ikan [ndonesia
dengan ukuran sampal dengan 5 GT (lima Gross
Tonnage) yang terdafltar di Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Perangkat Daerah Provinsi atao
Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yarng
membidang: perikanan;

b. nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia
dengan ukuran lebih dari § GT (bma Gross Tonriage)
sampal dengan maksimum 30 GT (tiga puluh Gross
Tonnage) yang terdaftar di Kementernan EKelautan
dan Perikanan, Perangkat Daerah Provinsi atau
Perangkat Daerah Kabupaten/Kola yang
membidang perikansn, dan

¢. pembudi dayva ikan skala kecil (kincin).

Konsumen Pengpuna sekior usaha permnian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut ¢, meliputi:

a. pertaman  tanaman  pangan,  hortkultura dan
perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua)
hektare yang diusahakan secara perseorangan;

b. pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan yang diusahakan oleh kelompok tani
dengan luas lahan maksimal 2 {dua) hektare per
anggota kelompok tani;

c. usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian vang
melalculan usaha tani tanamarn PANEAnN,
holtikultura, perkebunan dengan luas lahan
maksimal 2 [duz] hektare; dan

d. peternakan dengan mtngp;unﬂjmn mesin pertanian.

Konsumen Pengguna sektor transportasi sébagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi transportasi air

vang menggunalkan motor tempel dan diusahakan eleh

Warga Megara Indonesia atau badan hukum Indonesia

vang digunakan untuk angkutan umum  atau

PErsenrangan.

P a0 o
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|6} Konsumen  Pengguna  sektor  pelavanan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

g. krematorium dan tempat ibadah untuk proses
pembakaran dan/atau penerangan,

b. pant asuhan dan panti jompo untuk pencrangan;
tlan

¢, rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puske¢smas
untuk penerangan.

(7) Format permchenan Sural Rekomendasi uantuk
Konsumen Pengguna Jenis BEM Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) tercantum dalam Lampiran III
huruf A yang merupakan bapgian tidak terpisahkan darl
Peraturan Badan ini.

Pasal 4
Jenis BBM Tertentu scbagaimana dimalksud dalam Pasal 3
berupa Minyak Solar (Gas Oi),

BAB III
KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
KHUSUS PENUGASAN

Pusal 5

(1} Kensumen Pengguna Jenis BEM Khusus Penugasan yang
dapat mengajukan permochonan Surat Rekomendasi
meliputi sektor:

a. usaha mulera;

b. usaha perikanan;

e.  usaha pertanian;

d. lransportas:; atay

e pelayanan umum.

(2) Konsumen Pengguna sektor usaha mikro sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf a, merupakan usaha mikro
yang menggunakan mesin-mesin perkakas yang motor
penggeraknys menggunakan Jenis BBM 2 Khusus
Penupasan untuk keperluan usaha mikro.

(3] Konsumen  Pengguna  sekfor usaha  penkanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia
dengan ukuran sampai dengan 5 GT (lima Gross
Tonnagel yvang terdaftar di Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Perangkat Daerah Provinsi atau
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang
membidangi perikanan; dan

b. pembudi daya ikan skala kecil yang menggunakan
gensel untuk kincir dengan daya sampal dengan
15.000 (lima belas ribu] watt dan pompa air dengan
dava sampai dengan 24 (dua puluh empat) PK.

(4) Konsumen  Pengguna  sektor usaha  pertanian
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

g. pertanian tanaman pangan, hortikuliura, dan
perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 (dua)
hektare vang divsashakan secara perseorangan,
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b. pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan yang diusahakan oleh kelompok tani
dengan luas lahan maksimal 2 [dua) hektare per
anggota kelompok tani;

¢. usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang
melakukan  usaha tani tamaman  pangan,
hortikultura, perkebunan dengan luas lahan
maksimal 2 (dua) hektare: dan

d. peternakan dengan menggunakan mesin pertanian,

Konsumen Pengeguna scktor transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurul d meliputi transporiasi air

yang menggunakan maotor tempel dan diusahakan aleh

Warga Negara [ndonesia atau badan hukum Indonesia

vang digunakan untuk angkutan umum  atau

persearangan.

Konsumen  Pengguna  sektor  pelavanan  umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. krematorium dan tempat ibadah untuk proses
pembakaran dan/atau penerangan,

b.  pant asuhan dan panti jompo untuk penerangan;
dan

¢, ramah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas
unmic penerangan.

Format permohonan Surat  Rekomendasi  untuk

Konsumen Pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan

sebapaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 berupa jenis Bensin ((ascline] sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

11

[2)

[3)

BAB IV
SURAT REKOMENDASI

Pasal 7

Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dan Pasal 5 diterhitkan oleh:
a. kepala Pelabuhan Perikanan;
b,  kepala Perangkat Daerah Provinsi;
.  kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; atau
d. larah/kepala desa/aran vang disebut dengan nama

lain.
Dalam hal tdak lerdapat Perangkatl Daerah yang
membidangi Konsumen Pengpuna sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 3 avat {1) dan Pasal 5 ayat (1},
Pemerintah Daerah dapat menunjuk Perangkat Daerah
lain untuk menerbitkan Surat Rekomendasi,
Penerbitan Sural Rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada avat |1} dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Badan ini.
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Penerbit Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.

Pasal 8

Surat Rekomendasi diberikan oleh penerbit Surat

Rekomendasi kepada Konsumen Pengguna melalud

sistemn teknolog informasi dengan tahapan:

a. permohonan diajukan kepada penerbit Surat
Rekomendasi oleh Konsumen Penggunas;

b, wernihikasi terhadap kelengkapan persyaratan dan
kesesuailan data/informasi;

c. evaluasi perhitungan kebutuhan Jenis BEM
Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan

d. penerbitan Surat Rekomendasi.

Dalam hal Penerbitan Surat Rekomendasi melalui sistem

teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. belum tersedia; atau

b. terjadi kegagalan sistem teknologi informasi,

pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi dapat

dilakukan sccara manual,

Fermohonan sebaggimana dimaksud pada ayat (1) wajib

melampirkan:

4. persyaratan umum; dan

b, persyaratan khusus.

Persyaratan umum sebagaimana dimalessud pada ayat (3)

huruf a, meliputi:

a. Kartu Tanda Penduduk; dan

b. Nomor Induk Berusaha atau kartu usaha sejenis
vang diterbitkan oleh Pemerintah atau surat
keterangan wusaha atan surat keteranpan vang
diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang
membidangl atau camat, lurah/kepala desa atay
vang disebut dengan nama lain.

Persvaratan khusus sehagaimana dimaksud pada ayat (3)

hunif b tercantum dalam Lampiran [l yvang merapakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini,

Evaluasi perhitungan kebutuhan Jenis BBM Tertentu

atau Jenis BBM  Khusus Penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ menggunakan formula

estimasi perhitungan kebutuhan Jenis BBM Tertentu

atan .Jenis BBM Khusus Penugasan sebagal batas

malksaimal.

Formula estimasi perhitungan kebutuhan Jenis BBM

Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sebagai

batas maksimal sebagaimana dimaksud pada avat (6)

ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan

Pengatur.

Tahapan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja segjak

diterimanya permohonan Surat Rekomendasi.



(1)

2)

(1]

2]

3

Pasal 9

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan
dan/etau data/mformasi tidak sesum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8§ ayal [4) dan ayal {2), penecrhbit
Surat Rekomendasi memberitahukan dan
mengembalikan permohonan kepada pemohon disertal
alasan.

Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap dan
data /informasi tidak sesuni sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemohon harus melengkapi  persyaratan
dan/atau menyesuaikan data/informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat [5) serta
mengajukan permohanan ulang.

Pasal 10

Surat Rekomendasi yang diterbitkan paling sedikit

IMeEmLEL:

a, nomor Surat Rekomendas:;

b. mnama penerima Surat Rekomendasi;

c. Nomor Induk Kependuduksn penerima Surat
Rekomendass;

d. alamat penerima Surat Rekomendasi;

e. sektor Konsumen Pengguna;

[,  jenis usaha Konsumen Pengguna,

. jenis dan alokasi volume Jenis BBM Tertentu atau
Jenis BEM Khusus Penugasan hasil perhitungan;

h, jenis, nomor dan alamat Penyalur scbagal tempat
pengambilan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM
Khusus Penugasan;

i, alat pembelian berupa jerigen atau yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j.  jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi;

k. tanda tangan dan stempel penerbit  Surat
Rekomendasi atau tanda tangan secara elektronik
yvang sah;

. penegasan bahwa Jenis BBM Tertentu atau Jems
BEM Khusus Penugasan yvang diperoleh digunakan
untulk kebutuhan sendiri dan dilarang untuk
diperjualbelikan kembali; dan

m. penerbitan Surat Rekomendasi tidak dipungut biaya.

Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan atas nama Konsumen Pengguna secara

PETSEcTAngan.

Pengurusan Surat Rekomendasi dan/atau pengambilan

Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan

untuk Konsumen Pengguna usaha pertamian kelompok

tani dapat diwakilkan kepada salah satu Konsumen

Pengguna yvang merupakan anggpota dar kelompok tani

yang tercantum dalam Surat Rekomendasi dengan

memberikan surat kuasa yang sah.
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(4] Pengurusan Surat Rekomendasi dan/atau pengambilan
Jeniz BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan
untuk  Konsumen  Pengguna  usaha  perikanan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
secara kolektf,

i) Dalam hal pengurusan Surat Rekomendasi dan/atau
pengambilan  Jenis BBM  Tertentu atau Jenis BBM
Khusus Penugasan Konsumen Pengguna usaha
perikanan dilakukan secara kolelstif, dapat diwakillcan
kepada salah satu Konsumen Pengguna usaha perikanan
yang termasuk dalam daftar kolektfl dengan memberikan
surat kuasa yang sah.

(6] Penerbitan Surat Rekomendasi tidak dipungut biayva.

{7] Farmat surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan avat {3) tercantum dalam Lampiran [II huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Badan ini.

Pasal 11

(1] Sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi, penerbit Surat
Hekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) harmaz melakukan koordinasi dengan BUP atau
Penyalur.

(2] Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk menentukan Penyvalur vang melsyani
pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus
Penugasan,

{3] Penentuan Penyalur Konsumen Pengguna usaha
perikanan untuk nelavan yang menggunakan kapal ikan
Indonesia dapat ditetapkan oleh penerbit Surat
Rekomendasi paling banyak 2 (dua) Penyalur.

(4] Penentuan Penvalur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempertimbangkan lokas: dan alokasi Jemiz BEBEM
Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

Pasal 12
Jangka wakiu pemberlakian Surat Rekomendasi
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruaf j
mengecl pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

Pasal 13
Format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayvat (1) dan ayat (2] dan penomoran Surat
Rekomendasi tercantum dalam Lampiran [l huruf € yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan
iiH.



[2)

i, o

Pasal 14

Surat Rekomendasi schagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat {1) dapat diagjukan perpanjangan paling lambat 5
(lima) hari kerja scbelum Thabis jangka wakiu
pemberizkuan Surat Rekomendasi.

Perpanjangan Surat Rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayvat [1] mengikuti tahapan sebagaimana
dimnaksuid dalam Pasal 8.

Pasal 15

Penvalur sebapaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruaf h, yang dapat melayani pembelinn Jenis BBM Tertentu

dan

Jenis BBM Khusus Penupasan beérdasarkan Suarat

Rekomendasi meliputi:

a,
b.

[1]

(2]

(S

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum [SPBU}

Stasiun Pengisian Bahan DBakar Kendarsan Bermotor
(SPBKB),

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan [(SPBUN);
atau

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SFBN).

Pasal 16
Peovaluran Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus
Pepugasan kepada Konsumen Pengguna penerima Surat
Rekomendasi dilaksanakan melalui Penyalur
sebagaimana dimaksud dalam Pasgal 15,
Penyvaluran Jenis BBM Tertentu atau Jenis BEM Khusus
Penugasan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan menggunakan peralatan pembelian
berupa jerigen atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) hurut 1.
BUP dan Penyalur wajib memastikan penyaluran Jenis
BBM Tertentu dan Jenis EBM Khusus Penugasan tepat
sasaran dan tepat volume sesuai dengan Surat
Rekomendas:,

Pasal 17

Konsumen Pengpuna penerima Surat Rekomendasi dilarang:

a.

memberikan, memindahtangankan, atau mengalihkan
Surat Rekomendaszi pembelian Jenis BBM Tertentu
dan/atau Jenis BBEM Khusus Penugasan kepada pihak
lain; dan

memperjualbelikan  kembali Jenis BBM Tertentu
dan/atau Jenis BEM Khusus Penugasan yang diperoleh
kepada pihak lain.
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(2)

(3

[1]

2]

(1}

(2]

(3}
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BAB W
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Fasal 18
Penyalur scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib
mencatat penyaluran pada riwayal pembelian Jenis BBM
Tertentu dan/ateu Jenis BBM Khusus Penugasan bagi
komsumen  Pengguna dengan  format  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il huruf D yang merapalan
bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Badan ini.
Pencatatan riwayat penyaluran Jenis BBM Tertentu
danfatau Jemis BBM Khusus Penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menerapkan otomatisasi
pencatatan berbasis sistern teknologi informasi dan/atau
sistem digitalisasi nozel di Penyalur.
Dalam hal Penvalur belum menerapkan otomatisasi
pencatatan berbasis sistem teknologi informasi dan/atau
sistem digitalisasi nozel atau terjadi kegagalan sistem
teknologl informas: dan/atau sistem digitalisasi nozel,
pencatrian dapart dilakukan secara manual.

Pasal 19

Penerbit Surat Rekomendasi wajib  menyampaikan
laporan rekapitulasi penerbitan Surat  Rekomendasi
kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Kepala
Daerah, atasan penerbit Surat REeckomendasi dan BUP
sotiap bulan dan sewakitu waktu apabila diperlukan.
Format laporan  rekapitulasi  penerbitan  Surat
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV huruf A vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini,

Pasal 20
BUP wajib menyampaikan laporan rekapitulasi
penyaluran Jemis BBM Tertentu dan Jenis BEBM Khusus
Penupasan pengeuna Surat Hekomendasi berdasarkan
laporan dam Penyvalur kepada Badan Pengatur setiap
bulan dan sewalctu walctu apabila diperhakan.
Pelaporan  scbagmmana dimaksud pada ayat (1)
dilekukan melalui sistem eknologi informasi atau secara
manual.
Dalamn hal pelaporan  dilakukan secara  manual
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaporan
dilakukan sesuai dengan format pelaporan relkapitulasi
BUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.



(1)
(2)

(3]

(4]

15]
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BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21
Badan Pengatur melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap penerbitan Surat Rekomendasi.
Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara periodik dan/ateu
sewalitu-waktu apabila diperlukan.
Monitoring dan cvaluasi secara periodik sebagaumana
dimaksud pada ayvat (2} dapat dilakukan sccara
bersamaan dengan verifikasi volume,
Monitoring dan  evaluasi  sewaktu-waktu  apabila
diperiukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilalkulean melalui pemeriksaan data/dokumen (on-desk]
dan fatau pemeriksaan lapangan.
Dalam hal penerbitan Surat Rekomendasi tidak sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini, Badan
Pengatur memberitahukan kepada Kepala Daerah atau
atasan penerbit Surat Rekomendasi, dengan tembusan
kepada penerbit Surat Rekomendasi.

BAB VI
PENGAWASAN

Faszal 22

Badan Pengatur melalcukan pengawasan terhadap realisasi
penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus
Penugasan yang menggunakan Surat Rekomendasi.

{1)

e

(3)

(4]

(=]

Pasal 23
Pengawasan terhadap realisasi penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan secara
periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperiulkan,
Pengawasan secara periodik sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan secara bersamasn dengan verifikasi
volume.
Pengawasan sewaktu-wakiu  apabila diperiukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meialus
pemeriksaan  data/dokumen  (on-desk) dan/fatau
pemeriksaan lapangan.
Badan Pengatur dapat meminta keterangan kepada
penerbit Surat Rekomendasi, Penyalur dan/fatau BUP
untuk menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dan ayat [3).
Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan berdasarkan penugasan dari Badan
Pengatur.
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[2}

|1)
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3)

(1]
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Pasal 24
Penerbit Surat Rckomendasi melakukan pengawasan
terhadap:
a. Surat Rekomendast yang telah diterbitkan; dan
b, pengeunaan Surat Rekomendasi,
untuk memastiksn Surat Rekomendasi vang diterbitkan
tepat sasaran dan tepat volume.
Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimalegued
pada  ayat (1), dalam hal terdapat kekeliruan
administratf, penerbit Surat Rckomendasi dapat
memperbaiki dan menerbitkan kembali Surat
Rekomendasi dengan terlebih dahulu mencabut Surat
Relkomendasi vang telah diterbitkan.

BAB VIII
SANKS] ADMINISTRATIF
Pasal 25
BUP vang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3)
dan  tidak menyampaikan laporan  rekapitulasi

penyvealuran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus

Pemmagasan kepada pengguna  Suarat | Rekomendasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Badan

Pengatur memberikan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara penugasan kuota volume per
titile serah; dan

¢. pencabutan penugasan BUP.

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan paling banyvak 2 [kali] dalam jangka wakiu

masing-masing 2 (dua) bulan.

Penghentian sementara penugasan kuota volume per titik

serah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

kepada BUP yang masih melangger sctelah diberikan

teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

Penyalur yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat

(3] dan tidak mencatatkan penyaluran pada riweyat

pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus

Penugasan oleh Konsumen Pengguna sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Badan Pengatur

memberikan sanks: administratifl berupa:

a. teguran tertulis berupa surat pembinaan;

b. penghentian sementara penyaluran Jenis BBM
Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;

c. pengurangan penyvaluran kuota volume Jenis HBM
Tertentu dan/atan Jenis BEM Khusus Penugasan
dari sisa kuota Penyalur pada tahun berjalan;

d. lkorekai Volume Realisasi Penyaluran Jenis BBM
Tertentu danfatau Jenis BBM Khusus Penugasarn
dan penggantian selisih harga kKeekonomian dan
harga subsidi/ kompensasi;
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£. penghentian penyvaluran Kuota Volume Jenis BEM
Tertentu danfatau Jenis BBM Penugasan pada
tahun berjalan; dan/atau

[ tidak dimasukkan dalam Kepumsan Kepala Badan
Pengatmir mengenal penugasan Kuota Volume Jenis
BBM Tertentu dan/atau Jenis BBEM Khusus
Penugasan per Litik serah pada tahun selanjutnya.

(2] Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a, diberikan paling banyak 2 [dua) kel dengan
jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(3) Penghentian sementara, pengurangan penyvaluran dan
penghentian  penvaluran  kuota volume Jenis BEM
Tertentu dan/atan Jenis BBM Khusus Penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
Penyalur yang masih melanggar sectelah diberikan
teguran tertulis schagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27
Konsumen Pengguna vang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, dikenai sanksi administratil berupa
pencabutan Burat Rekomendasi.

BAB IX
RETENTUAN PERALIHAN

Pagal 28

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlako:

a. Sural Rekomendasi Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis
BBM Khusus Penugasan yang telah diterbitkan sebelum
berlakunya Peraturan Badan ini dinvatakan tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya jangka walkiu
pemberlalkuan Surat Rekemendasi; dan

b. Permohonan Penerbitan Burat Rekomendasi Jenis BBM
Tertentu dan/atau Jenis BEM Khusus Penugasan vang
sedang dalam proses penerbitan sebelum Peraturan
Badan ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Badan ini.

BAB X
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaky, Peraturan
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomeor 17 Tahun
2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat
Daecrah untuk Pembehan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
(Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2019 Nomor 14035,
dicabut dan dinyatakan tidak berlalkna.

Pasal 30
Peraturan Badan Ini mulal  berlaku pada tanggal
diandangkan.
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Agar setlap  orang  mengetashuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2023
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESLA,
ttd
ERIKA RETNOWATI

Diundangkan di Jakaria
pada tanggal 13 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESILA,

ttd
ASEP N. MLULYANA

BERITA NEGARA REFUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 726




LAMPIRAN 1

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN
BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

A. PENERBIT SURAT REKOMENDASI UNTUK JENIS BEM TERTENTU

KONSUMEN PENGGUNA

PENEREIT SURAT REKOMENDASI

Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota;

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten /Kota; atau

Perangkat Daerah Kabupaten atau Perangkat Dacrah
Kota yang membidangi usaha Mikro.

Usaha Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten / Kota
[nelayan), Kabupaten /Kota (pembudi daya ikan);

Kepala Pelabuhan Perikanan; atau

Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Dacrah
Kabupaten/Kota (nelayan), Kabupaten/Kota (pembudi
daya ikan) yang membidangi perikanan.

Usaha Perianian

Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten/Kota;

. Peranglat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi

usaha Pertanian;

Lurah; atau

. Kepala Desa.

Transportasi
(Kapal Motor Tempel}

3

Dinas Perhubungan Kabupaten /Kota;

. Perangkat Daersh Kabuparen/Kota yang membidangi

urusan perhubungan;
Lurah; atau

. Kepala Desa.
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| KONSUMEN PENGGUNA

PENERBIT SURAT REKOMENDASI

Pelayanan Umum, meliputi:

A, Krematorium dan
tempat ibadah untuk

proses  pembakaran
dan/atan penerangan

Perangkat Daerah Kabupaten [ Kota yang membidangi

B. Panti Asuhan dan
Panti Jompo untuk
penerangan

Dinas Sosial Kabupaten /Kota; atau

Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang memhbidangi
urusan Sostal.

C. Rumah Salut tipe C &
tipe D dan Puskesmas
untulk penerangan

Dinas Keschatan Kabupaten /Kota; atau

Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi
urusan Kesehatan,

B. PENERBIT SURAT

PENUGASAN

REKOMENDASI UNTUK JENIE BEM KHUSUS

KONSUMEN PENGGUNA

PENERRBIT SURAT REKOMENDASI

a. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/ Kota;
b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten /Kota;
Usaha Mikmo ¢, Dinas Perindustnan, Perdagangan dan Koperasi
Kabupaten/Kota; atau
d. Perangkat Daerah kabupaten/Kota yang membidangi
usaha Mikro,
a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/ Ko
{nelayan), Kabupaten/Kota (pembudi daya ikan}; atan
Dl Dl b. Kepala Pelabuhan Perikanan; atau
¢, Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota (nelayan),
Kabupaten/Kota (pembudi daya ikan) yang membidang
perikanan,
a, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten/Kota; atau
b. Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi
Uaahs Pertarisn usaha Pertanian; atau
¢, Lurah; atau
d. Kepala Desa.
Transportasi a. Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota; atau
{Kapal Maotor Tempel) b. Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidangi
urasan perhubungan;
¢. Lurah; atan
d. kepala Desa.
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KONSUMEN PENGGUNA

PENERREIT SURAT REKOMENDASI

Pelayanan Umum, meliputi:

A,

Krematorium dan
tempat ibadah untuk
Proses pembakaran
dan/atau penerangan

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi

Panti Asuban dan Panti
Jompa unmik

PeEnerangan

a. Dinas Sosial Kabupaten /Kota; atau

b. Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidang
urusan Sosial,

€3

Rumah Sakit Umum
atau  Rumah Sakit
Khusus tipe C dan tipe
D, Puskesmas

a, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; atauy

b. Perangkat Daerah Kabupaten /Kota yang membidang
urusan Keschatan,

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BLUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIE MINYAK DAN GAS BUMI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI

UNTUEK PEMBELLAN

JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN
BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

A. PERSYARATAN KHUSUS KONSUMEN PENGGUNA JENIS BEM
TERTENTU DAN JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN SURAT
REKOMENDASI JENIS BEM TERTENTU

Jangka Waktu
No Konsumen Pengguna Persyaratan Khusus Fﬁmbbgﬁuan
. | Rekomendasi
Sektor Sub-Sektor
ENEEE (3] (4) e
1 | Usaha Mikro | Usaha Milcro yang | Surat 3 (tiga) bulan
menggunakan mesin- | keterangan/dolkumen
mesin  perkakas vang | spesifikasi alat/mesin
mator penggeraknya | yang digunakan minimal
menggunakan Jenis BBM | memuat informasi daya
Tertentu untuk | alat/mesin.
keperluan usaha mikro.
2 Usaha Nelayvan vang | a. Kartu KUSUKA | Maksimal 3
Perikanan @ mengeunakan kapal ikan funtuk daerah yang| (tiga) bulan
Indonesia dengan ukuran sudah
sampai dengan > GT terimplementasikan);
(ima Gross Tonnage) dan
YANg terdaftar di| b, surat
Kementerian Kelaatan keterangan / doloumen
dan Perikanan, spesifikasi alat/mesin
Peranglat Daerah YANg digunakan |
Provinsi atau Perangkat minimal memat
| Daerah  Kabupaten /Kota informasi daya
VENE membidang alat; mesin,
lg,. 4 perikanan
3 Nelayan yang | a. Kartu KUSUKA | Maksimal 3
menggunakan kapal ikan (untuk daerah yang| (tiga) bulan
Indonesia dengan ukuran sucah
lebih dari 5 GT (lima terimplementasikanj;
Gross Tonnage) sampai | b. fotokops Surat

dengan maksimum 30
GT (tga puluh Gress

Tonnage] vang terdaftar | ¢,

Persciujuan Berlayar
{SPB) teralkhir;
fotokopi  surat lzn




Jangka Waktu
No Konsumen Pengguna Persyaratan Khusus P&mgf:'::fuan
Relkomendasi |
Sektor Sub-Seklor
(1 (<] 43 {4 (5]
di Kementerian Kelautan Penangkapan
dan Perikanan, Ilkcan [ Surat Izin Kapal
Perangkat Daersh Penganglkut Ikan;
Provinsi atau Perangkat | d. fotokopi Surat Tanda
Daerah Kabupaten/Kota Bulkti Lapor
yang membidangi Kedatangan Kapal
perikanan (STBLEK); dan
£, Sural
keterangan/dokumen
spesifikasi alat/
mesin vang
digunakan minimal
memuat informasi
daya alat/ mesin.
4 Pembudi Daya lkan Keeil | a, Kartu KUSUEA | 3 {tHga) bulan
[kincir) {untuk dasrah wang
sudah
terimplementasikan);
dan
b. surat
keterangan/ dokumen
spesifikasi alat/mesin
VAL digunakan
minimal memuat
informasi daya
alat/mesin,
5 Usaha Pertaman tanaman | Surat keterangan/ | 3 [tiga) bulan
Pertanian | pangan, hortikultura, | dokumen spesifikasi
dan perkebunan dengan | alat/mesin VANg
luas lahan maksimal 2 | digunakan minimal
(dua) hektare yvang | memuat informasi daya
diusahakan secara | alat/mesin.
PErSCorangan
& Pertanian tanaman | Surat keterangan/ | 3 (tiga) bulan
pangan, hortikultura, | dokumen spesifikas
dan perkebunan yang | alat/mesin YANE
diusahankan oleh | dipanalean minimal
Kelompok Tani dengan | memuat informasi daya
luas lahan maksimal 2 | alat/mesin.
(dua) hektare per anggota
kelompok tani P
7 Usgha Pelayanan Jasa | Surat keterangan,/ | 3 (tigal bulan
Alat dan Mesin Pertanian | dokumen spesifilkas
vang melakukan usaha alat/ mesin yang
tani tanaman pangan, | digunakan minimal

holtikultura, perkebunan

dengan luas  lahan

memuat informasi daya
alat/ mesin.




Jangka Waktu
N Konsumen Pengguna Persyaratan Khusus Pem geuﬁgi;uau
Relkomendas
Bektor Sub-Seltor
(1 i2) (3] i (4 (5)
maksimal 2 |dua) hektare e—
8 Peternakan dengan | Surat keterangan/ | 3 (tiga) bulan |
menggunakan mesin | dokumen apesifikasi
pertanian alat/mesin Vang
digunakan minimal
| memuat informasi daya
| | alat/mesin.
S | Transportasi | transportasi air  yang | a. fotokopi Surar | 3 (tiga) bulan
menggunakan motor Persetujuan Berlayar
tempel dan diusahakan (3PB) terakhir;
oleh Warga MNegara | b, fotokopi Surat Tanda
Indonesia atau badan Bukh Lapor
hukum Indonesia vang Kedatangan Kapal
digunakan untuk (STBLKK); dan
anghkutan . surat
Umum/ perscorangan keterangan |/ dokumen
spesifikasi alat/ mesin
vang digunakan
mirimal memuat
informasi daya alat/
— MEesin.
10 | Pelayanan |krematorium dan tempat | surat 3 (tiga) bulan
Umum ibadah untuk proses  keterangan/dokumen
pembakaran  dan/atau | spesifikasi alat/mesin
penerangan vang digunakan minimal
memuat informasi daya
- alat/mesin.
11 pani asuhan dan pand | sural keterangan/ | 3 {tiga) bulan
jompo untuk penerangan | dokumen spesithkas:
alat/mesin vANZ
dipunakan minimal
memuat informasi daya
alat, mesin.
12 rumah sakit tipe C dan | surat keterangan/ | 3 (tga) bulan
tipe 0, dan puskesmas | dokumen spesifikasi
untuk penerangan alal/mesin yang
dipuanakan minimal

memuat informasi daya
alat/mesin.




_ A

E. PERSYARATAN KHUSUS KONSUMEN PENGGUNA JENIS BBEM KHUSUS
PENUGASAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERLAKUAN SURAT
REEOMENDASI JENIS BBEM KHUSUS PENUGASAN

Jangka Waldtu
Pemberlakuan
e Konsumen Pengsuna Perasvaratan Khusus s
Eekomendasi
Scltor Sub-Selktor
(L) (2] 3] (4] (3]
1 | Usaha Mikro | Usaha Milro yvang | Surat keterangan, | 3 (tiga) bulan
menggunakan mesin- | dokumen spesihkasi
mesin  perkakas vang | alat/mesin VATIE
maotor pengeeraknya | digunakan minimal
menggunakan Jenis BBM | memuat informasi daya
Khusus Penugasen | alat/mesin.
untuk keperluan usaha
mikro
2 Usaha Nelayan yang | a. Kartu KUBUKA [ 3 {tiga) bulan
Perikanan | menggunakan kapal ikan [untuk daerah yang
Indonesia dengan ukuran sudah
sampal dengan 5 GT terimplementasikan);
(lima Gross  Tonnage) dan
yang terdafrar di| b surat keterangan |
Kementerian EKelautan dokumen spesifikasi
dan Perikanan, alat/mesin vang
Peranghkat Daerzh dipunakan minimal
Provinsi atau Perangkat o SN infarmast
Daerah Kabupmenlfl{ms! daya alat/mesin,
Vang membidangi
perikanan
3 Pembudi Daya lkan Kecil | a. Kartu KUSUKA | 3 (tiga) bulan
VaTE menggunakan (untuk daerah yang
gENnset Untuk keinecir sudah
dengan dayva sampai terimplementastkan);
denpan 15000 (lima dan
belas  nmbu] watt dan| b gy keterangan /
pompa air dengan daya dokumen spesifikasi
sampal dengan 24 (dua alat/mesin vang
puluh empat} PK dipunakan minimal
memuat informasi
dava alat/mesin.
4 Usaha Pertanian tanaman | Surat keterangan/ | 3 (dga) bulan
Pertanian | pangar, hortikultura, | dokumen spesilikasi
dan perkebunan dengan | alat/mesin Vang
hias lahan maksimal 2 | dipanakan minimal
{dua) hektare, baik vang | memuat informasi daya
diusahalkan secara | alat/mesin.
PETSCOTATIEA  maupun




Jangka Walktu
FPemberlalsuan
i Konsumen Pengguna Persyaratan Khusus i
Rekomendasi
Scktor Sub-Sckior
(L) (2) (3) 14} (5}
vang tergabung dalam
kelompok tant
) Pertanian tanaman | Surat keterangan/ | 3 (Hga) bulan
pangan, hertikultura, | dokumen spesifikasi
dan perkebunan vyang | alat/mesin yang |
diusahakan oleh | digunakan minimal
Kelompok Tani dengan | memuat informasi daya
luas lahan maksimal 2| alat/mesin.
dua) hektare per anggota
kelompaok tani
) Usaha Pelayanan Jasa | Surat keterangan( | 3 {tga) bulan
Alat dan Mesin Pertanian | dokumen spesifikas:
vang melalkukan usaha | alat/mesin yang
tani tanaman pangan, | diganakan minimal
hortikultura, perkebunan | memuat informasi daya
dengan luas lahan | alat/mesin.
maksimal 2 (dua) hektare
7 Peternakan dengan | Surat keterangan/ | 3 (tiga) bulan
menggunakan mesin | dokumen spesilikasi
pertanian alat/mesin VENG
digunakan minimal
memuat informas daya
alat/mesin.
8 | Transportasl | Kapal angkutan | &, lotokopi Surat | 3 (Uga) bulan
Perseorangan atau Persetujuan Berlayar
umum berbendera [SPB) terakhir;
Indonesia _untuk | g fotokopi Surat Tanda
anglkutan sungai, danau, Bukti Lapor
dan penyeberangan yvang Kedatangan Kapal
menggunakan . motor [STBLKK): dan
serapal,. hsoadl ik €. surat kcterangan
egiatan partwisale. dokumen  spesifikasi
alat/mesin yang
digunakan minimal
memual informasi
daya alat/mesin.
o Kapal pemumpang dan | a. fotokopi Surat | 3 {tiga) bulan
barang berbendera Perseruuan  Berlayar
Indonesia untuk (5PB) terakhir;
angkutan laul  yang | fotokopi Surat Tanda
menggunakan motor Bulkti Lapor




Janghka Walitu
Pemberlakuan
Konsu Pengguna
i SUTICT : Persyaratan Khusus Stipat
Rekomendasi
‘Belktor Sulb-Scktor
(1) (2] ] () (=)
tempel, kecuall untuk Kedalangan Kapal
kegiatan pariwisata (STBLKK); dan
| ¢ sural keterangan/
doekumen  spesifikasi
alat/ mesin VEng
digunakan minimal
rmemuat mnfermasi
daya alat/mesin.
10 | Pelayanan | Krematorium dan tempat | surat keterangan/ | 3 (tiga) bulan
Umam ibadah wuntuk proses | dokumen spesifikasi
pembakaran  dan/atau | alat/mesin vang
penerangan digunakan minimal
memuat informasi daya
alat/mesin.
11 Panti asuhan dan panti | surat keterangan/ | 3 (tiga) bulan
Jjompo untuk penerangan | dokumen spesifikasi
alat/mesin yang
digunakan minimal
memuat mformasit daya
' alat/mesin.
12 Rumah Sakit Umum atau | surat keterangan/ | 32 [tiga) bulan
Rumah Sakit Khusus tipe | dokumen spesifikasi
C dan tpe D, puskesmas | alat/mesin yang
untuk penerangan digunakan minimal
memuat informasi dava
alat/mesin.

KEPALA BADAN
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESLA,

tid

PENGATUR HILIR

ERIKA RETNOWATI




LAMPIEAN [II

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENERBITAN BSURAT REKOMENDASI UNTUK PEMEBELIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN
BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

A. FORMAT PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI
1. Format Permohonan Surat Rekomendasi (Perorangan)

& W

3 o

Dengan surat permohonan ini, saya:
1 - .

MNarma
MNIK
Alamat

Konsumen Pengguna @ (Usaha Mikro/Usaha Pertanian/Uszaha Perikanan/
Transportasi (motor tempel)/ Pelayanan Umuim) *

Jenis Usaha
Nama Kapal ™

mengajukan permohonan pembelian JBT atau JBKP menggunalksan
Surat Rekomendasi dengan data/informasi sebagai beriloat:

1s

Jenis Alat/ Mesin .

2. Fungsi Alat/Mesin

i 0 e

8.

Jumlah Alat/Mesin
Davya Alat/Mesin :
Lama penggunaan Alat/Mesin : (Jam/ hari)

Lama operasi Alat/ Mesin : (Hari/Minggu atau Hari/Bulan]
Usulan volume konsumsi : (Liter per minggu/bulan)
JBT/JBKP alat/mesin

Estirnasi sisa JBT/JBKP™ - (Liter)

Apabila Surat Rekomendasi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kami hersedia
Surat Rekomendasi dicabut dan diproses secara hukum sesusi dengan
kelentuan peraturan perundang-undangar.

...[tempat},...(tanggal)...(bulan] 2Z0...
TTD
Nama Pemohon

*  |coret yang tidak sesual)

** (khusus Konsumen Pengguna usaha perikanan nelayan)

»# (untuk konsumen pengguna usaha perikanan nelayan dan transportasi
motor tempel)



FORMAT SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawsah ini, saya:

1. Nama / NIK/ B M . et e
3. dst
2. Jabatan dalam kelompok
3. Kemsumen Pengplna : Usaha Pertanian/Usaha Perikanan *
4, Jenis Usaha :  Kelompok Tani/Melayvan / Pembudi Daya lkan Kecil*
2. Nama Kelompok Tam/

Kelompok Nelavan (jika
aca)

Selanjutnya disebut sehagal “PEMBERI KUASA", dengan iml memberikan
kuasa kepada:

1. Nama

2. NIK

3. Alamat

4. Jabatan dalam kelompok

Untuk selanjuinya disebut sebagai “PENERIMA KUASBA”, bertindak untuk
dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa dalam rangka melakukan
pengurusan Surat Hekomendasi dan/atan pengambilan Jenis BBM
Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dengan mengpunakan Surat
Rekomendasi sesuai dengan Surat Permohonan yvang merupakan Lampiran
tidak terpisahkan dari Surat Kuasa ini.

...[tempat)... [tanggal)...(bulan) 20...

Penerima Kuasa, Pembern Kuasa,

{materal Bp. 18,000,

|nama penertma kuasa) [ricmna permdert Kusa)



.

FORMAT SURAT REKOMENDASI

1. Surat

Rekomendasi wuntuk Konsumen Pengguna Usaha
Mikro/Usaha Pertanian (Perorangan)/Pelayanan Umum

KOP PENERBIT SURAT REKOMENDAS]

SURAT REKOMENDASI

Nomor: (nomor surat-Penerbit/lcode provinsi/kode kabupaten atau

kota/kode sektor usaha/ffenis BBM/bulan/tahun)*

Dasar Hulkkum:

L

. Sektor Konsumen Pengguna
. Jenis Usaha ]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 23 Taehun 2014 tentang Pemerintahan Daersh
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Fenetapan Peraturan Pemeriniah
Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang; dan

Perataran Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penvediaan,
Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Hahan Bakar Minyak
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 191 Tehun 2014 (entang Penyediaan,
Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomaor 2 Tahun
2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasa Untuk Pembelian Jems
Bahan Bakar Minvak Tertentu dan Jen's Bahan Bakar Minvak Khusus
Penupgasan;

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
. Nama N e P

1
2. NIK

3. Alamal
4.
b
&

Mama Usaha (jika ada)

Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi perhitungan:
Kebutuhan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan** yang

digunakan untuk alal schagai benkut:

it

Usaha Mikro/Usaha Pertanian/Pelayanan Umum

| Lama Lt Onsnas; Konsumsi
Jenis | Fungsi | Jumlah | Daya | Penggunasn Alat/ M]?zsinl JBT /JBKP*™

No | Alat/ | Alat/ Alat/ | Alat/ | Alat/Mesin (hari per Alat/Mesin (L
Mesin | Mesin | Mesin | Mesin | ([jam per i) e per |
hari] o minggu/bulan)” |
1. !
) | |
3. — |
i

Jumilsh




4 L

10,

T 1

Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Min}ra.k Solar (Gas Oil)/Jenis BBM
Khusus Penugasan Jenis Bmsm (Casoline]**

a. Alokasi Volume = 1 eeeeeeees Liter per [minggu/bulan)

b. Tempat Pengambilan F'-n:n:.-raiur (SPRU/SPBKR/SPEBN / SFBUN)*
e, Nomor Penyalur el A AL A P A i B DAL

d. Alamat Penyvalur R Aok B A TR H S S AN

. Alat pembelian vang djgunakan ........................................................

Jangka waktu pemberlakuan Surat Rekomendasi sampai dengan tanggal

Penvalur SPEU/SPRBKB/SPEN/SPBUN* wajib mencatat riwayat pembelian
kKonsumen Pengguna dalam format sebagaimana terlampir,

sSurat Rekomendas: ini hanya berlaku untuk perseorangan sesual dengan
identitas pemohon Surat Rekomendasa.

Surat Rekomendasi ini dilarang untuk diberikan, dipindahtangankan, atau
dialihlkkan kepada pihak lain,

Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan yvang diperclch
tidak untuk diperjualbelikan kembali,

. Apabila Surat Rekomendas: tidak dipergunakan sehagaimana mestinya dan

tidak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sural
Rekomendasi akan dicabut dan diproses secara hukum secsual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sural Rekomendasi im beserta lampirannya harus dilampirkan kembali
saal perpanjangan atau pengajuan ulang permohonan Surat Rekomendasi.

-.[tempat),... (tanggal)...(bulan) 20,..
Kepala Perangkat Dacrah /Lurah/Kepala Desa

TTD DAN STEMPEL

*Panomoran Surat Rekcomendasi:

A,

Panduan Penomoran Surat Rekomendas:

!. Kode Provinsi dan Kode Kabupaten atau Kota diisi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kode
dart data wilayah administrasi pemerintahan

2. Kode Sektor Usaha jpaitis:

a. Usaha Mikro : MIKRO
b. Usaha Pertanian ; TANT
c. Pelaganan Umum ;@ PEL UMLUM

3. Kode Peranghat Daerah Penerbit Surar Rekomendasi yeuitu:

@. Provinsi : PROV
h. Kabupaten ! KAR
e. Kota: KOTA
d. Lurak : LURAH
e. Kepala Desa : KADES
4. Kode Jenis BBM ;
a. Jems BBM Tertentu : JET
b, Jenis BBM Khusus Penugasan ; JEKP
5. Kode Bulan : menggunakan argha Romowi X1



B. Contoh masukan penomeran Penerbitan Surat Rekomendas: ;
- Nomor surat @ 1
- Penerbit Surat Rekomendasi | KAB
- Kode provinsi ACEH : 11
- Kode Kab Aceh Szlatan; 11.01
- Kode Kecamatan 11.01.01 (khusus untuk Usaha Pertantan)
- Kode Kelurahan/Desa 11.01.01.2001 (khusus untuk Usaha Pertanian)
- Kode Sektor Usaha Pertanian @ TANT
- Jenis BEM Minyak Solar ; JBT
- Bulan Juli ; VIl
- Tahun ' 2023

Nomor Surat Rekomendasi:1-KAB/11/11.01.01.2001/TANI/JBT/VII/2023
*# coret salah satu



-5 -

2. Surat Rekomendasi untuk EKonsumen Pengguna Perikanan

[Perorangan)/Transportasi (motor tempel)

KOP PENERBIT SURAT REKOMENDAS!

SURAT REKOMENDASI

Nomaor: (nomor surat-Penerbil/kode provingi/kode kabupaten atau

kota/kode sektor usaha/jenis BEM/bulan/tabun)*

Dasar Hukoam:

1.

1
2
3.
4.
5
G.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minvak dan Gas Bumi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadl Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Dacrah
sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangs-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang; dan

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,
Pendistribusian dan Harga Jual PEeceran Bahan Bakar Minyak
scbhapaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Perataran Presiden Nomor 191 Tehun 2014 tentang Penyediaan,
Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun
2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis
Bahan Bakar Minvak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minvak Khusus
Penugasan;

Dengan ini memberikan sthumt:ndu.m k.r:pa.da
. Nama w

. NIk :

Nama Usaha (jika ada)

Sektor Konsumen Pengguna Fenkﬂna.anm.nspurtam qrﬂﬂtnr tempelj

. Jenis Usaha

Namea Kapal

Berdasarkan hasil verifikasi dan cvaluasi perhitungan:
Kebutuhan Jenis BBM Tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan yang
digunalan untult alat sebapgai beriloat:

1.

Lama Konsumst ;
Jumlal Jam p . , Slsa
N Jemis | Fungsi | Jumlah Cayva Penpeninaan }%imﬁki"a' ﬂ*irpc_rﬂm J;EHI-I;F JBT
“| Mesin | Mesin Mesin Mesin Mesin per Pj'-hi e LB o JIBRP**
Kapal hari oT minggu/ | ""(minggu/ |
bulan] bulan)
1.
2
3.

Jumlah




[

10,

Diberikan Jenis BBM Tertentu Jenis Minvalk Solar (Gas Oif)/Jenis BBEM
khusus Penugasan Jenis E-rrnsm [Gas:::imei**

a. Alokasi Volume . Liter per (minggu/bulan)

b. Tempat Pengambilan Ptnvauw{SEHUISPEKEISPEUN;EPENT"
c. Nomor Penyalur o B L P ey

d. Alamat Penyalur R P S TP S N R g
Alat pembelian yveng dig‘lmal{nn

Jangka waktu pemberlakuan Sure,t R&k&m-&nduaa Hm-npm di:nga,n tangga]

FE:]'J].?IL]UI' E-FBU;’SPBKE,#SPEUNISFEN“ wajib mencatal riwayat pembelian
Konsumen Pengguna dalam format sebagaimana terlampir,

Sural Rekomendasi ini hanva berlaku untuk perseorangan sesuai dengan
identitas pemohon Surat Relkomendasi.

Surat Hekomendsasi ini dilarang untuk diberikan, dipindahtangankan, atau
dialihkan kepada pihak lain.

Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang diperoleh
tidak untuk diperjualbelikan kembali,

Apabila Surat Rekomendasi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan
tidak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surat
Rekomendasi akan dicabut dan diproses secarn hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undanpan,

Surat Rekomendasi ini beserta lampirannya harus dilampirkan kembali
saat perpanjangan atau pengajuan ulang permohonan Surat Kekomendasi.

..{tempat),...(tanggal)...(bulan) 20...
Eepela Perangkat Dacrah/Kepala Pelabuhan
Perikanan, Lurah / Kepala Desa

TTD DAN STEMPEL

"matatan !
A. Panduan Penomeran Surat Rekomendast

1. Kode Provinst dan Rode EKaobupaten atau Kola dilsi sesual dergan
ketentuan perciuran perundang-undangan yang mengatur tenlang kode
dan data wilayah administrast pemerintahan

2. Kode Sekitor Usaha yaitu:

a. Usaha Perikanan ; PERIKANAN
b, Transportasi : TRANS

3. Kode Perangkat Daerah Penerbit Surat Rekomendas: yaiti.

Provinsi ! PROV

Kabupaten : KAB

Kota : KOTA

Kepaln Pelabuhan ; SYAHBANDAR
Lurah : LURAH

Kepala Desa @ KADES

R RADMEER

4, Kade Jems BBM

a. Jeris BBM Tertenitu | JBT
b, Jenis BEM Khusus Penugasan ;! JGKFP

5. Kode Bulan : menggunakan arigha Romaeawi FXIT



- B-

B. Contoh masukan penomeran Penerbitan Surat Rekomendast |

Namor surat @ 1
Penerbil Surat Rekomendasi : KAR

Kode provinst ACEH : 11

- Kode Kab Aceh Selatarc 11.01
- Kode Kecamatant 11.01.01 jkhusus untuk Transportast air motor tempel)

Kode Kelurahan/Desa 11.01.01.2001{khusus uniuk Transportasi air motor
tempel]

Kode Sektor Usaha Perikarnan ; PERIKANAN

Jenis BBM Minyak Solar ; JBT

Bulan Juli ; VIT

Tahun : 2023

Nomor Surat Rekomendasi : 1-KAB/11/11.01/PERIKANAN/JBT/VII/2023
*) kchusus untuk konsumen pengguna usaha perilcanan nelayan
*#4 eoret salah sati



Lampiran Surat Rekomendasi

MNomor: ...

RIWAYAT PEMBELIAN JENIS BEM TERTENTU (MINYAK SOLAR) ATAU

JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN OLEH KONSUMEN PENGGUNA

BULAN....TAHUN...

Alokasi Jenis BEBM Tertentu/Jenis BEM Khusus Penugasan®: .... Liter per
minggu, bulan
No Tanggal Volume Pembelian | Sisa Alokasi Stempel /Cap
Pembelian {Liter) (Liter) SPRU

dst

“| coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR

MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIEA RETNOWATI
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
FPENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PEMBELIAN

JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN
BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGABAN

A, FORMAT PELAPORAN REEAPITULASI PENEREITAN SURAT
REKOMENDASI

| KOP PENERBIT SURAT REKOMENDASI

REKAPITULAS] PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
BULAN .... TAHUN ....

I Keterangan ' '
R Nama f Alamat K gl | Alokasi | Penyalur
Ho. Penerima NIK | Penerima Pen Volume yang

Rekomendasi Rekomendasi Bektor | Sub-Sektor {Liter) Dituju




.

B. FORMAT PELAPORAN REKAPITULASI BUP

KOP BUP

REKAPITULASI PENYALURAN JENIS BBM TERTENTU DAN JENIS
BBM KHUSUS PENUGASAN PENGGUNA SURAT REKOMENDASI

BULAN .... TAHUN ....

Nomuor Narma,
SPBU/SPBEB @ Penerima
{SPBUN/SPBN @ Rekomendasi

Alamat Honsumen Pengguna
S | Alokasi

Rekomendasl | Sektos | Sub-Scktey |  VOlume

KEPALA BADAN PENGATUR
HILIE MINYAK DAN CGAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI
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